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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan
SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22
Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif - tidak dilambangkan

- Ba B -

& Ta T -

< Sa S s (dengan titik diatasnya)

z Jim J -

z Ha H h (dengan titik di bawahnya)
¢ Kha Kh -

2 Dal D -

2 Zal Z z (dengan titik di atasnya)

B Ra R -

B) Zai Z -

o Sin S -

8= Sym Sy -
o= Sad S s (dengan titik di bawahnya)
o= Dad D d (dengan titik di bawahnya)
L Ta T t (dengan titik di bawahnya)
L Za Z z (dengan titik di bawahnya)
¢ ¢ Ain ¢ koma terbalik (di atas)

¢ Gain G -

q Fa F -

3 Qaf Q -

S Kaf K -




J Lam L _

¢ Mim M _

o Nin N N

3 Wawu W _

’ Ha H _

s Hamzah : apostrof, tetapi lambang ini
tidak dipergunakan di awal kata

¢ Ya Y .

. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: 4aal ditulis Ahmadiyyah

. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: 4slex
ditulis jama’ah

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: sWis¥ &\ S ditulis karamatul-auliya’

. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, 1 panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis 0, masing-masing dengan

tanda hubung ( - ) di atasnya.

. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wawu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof (')

Contoh: aifi ditulis a’antum &i’s ditulis mu’annas$

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al- Contoh: ¢I&Y ditulis Al-Qura'an
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang
mengikutinya. Contoh: 4ax& ditulis asy-Syi‘ah
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I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: a3 &l ditulis Syaikh al-Islam atau Syakhul-Islam
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MOTTO
"Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-
bintang."

(Soekarno)

"Perempuan yang hebat bukanlah yang tidak pernah gagal, melainkan yang tidak pernah
berhenti bangkit."
(Alfika Sukmalia)

"A girl should be two things: who and what she wants."
"Seorang perempuan harus menjadi dua hal: dirinya sendiri dan apa yang ia cita-citakan.”
(Coco Chanel)



ABSTRAK

Alfika Sukmalia. 2026. Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah
terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada
KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang). Skripsi Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Jumailah, ML.S.I

Murabahah bil wakalah merupakan akad yang menggabungkan jual beli
murabahah dengan akad wakalah (perwakilan). Dalam praktiknya, lembaga
keuangan syariah dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang
atas nama lembaga, kemudian setelah barang menjadi milik lembaga, dilaksanakan
akad murabahah. Namun, praktik yang terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri
Cabang Batang menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan syariah dan
pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait pemenuhan prinsip kepemilikan (al-
milkiyyah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan
akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang serta
menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi
syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS dan
nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Fatwa DSN-MUI,
KHES, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan
pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah
bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dilakukan dengan
mendahulukan akad murabahah, kemudian disusul akad wakalah dan pembelian
barang oleh nasabah.Praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip
kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah karena pada saat akad murabahah
dilakukan, barang belum menjadi milik koperasi secara prinsip. Hal ini tidak
sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 119 KHES
yang mensyaratkan bahwa akad murabahah hanya dapat dilakukan setelah barang
menjadi milik penjual. Oleh karena itu, praktik murabahah bil wakalah di KSPPS
Tunas Artha Mandiri Cabang Batang belum sepenuhnya memenuhi prinsip
kepemilikan (a/-milkiyyah) dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Prinsip Kepemilikan, Hukum Ekonomi
Syariah, KSPPS Tunas Artha Mandiri.



ABSTRACT

Alfika Sukmalia. 2026. The Conformity of Murabahah Bil Wakalah Pactices
with the principle of ownership in Sharia Economic Law (Study at KSPPS
Tunas Artha Mandiri Batang Branch). Thesis, Sharia Economic Law Study
Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University Pekalongan.

Jumailah,M.S.I

Murabahah bil wakalah is a financing contract that combines murabahah (cost-
plus sale) and wakalah (agency) contracts. In its implementation, Islamic financial
institutions may authorize customers to purchase goods on behalf of the institution,
after which a murabahah contract is conducted once the goods become the
institution’s property. However, the practice at KSPPS Tunas Artha Mandiri
Batang Branch indicates a discrepancy between Sharia provisions and actual
implementation, particularly regarding the fulfillment of the ownership principle
(al-milkiyyah). This study aims to examine the implementation mechanism of
murabahah bil wakalah financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch
and analyze its conformity with the principle of ownership in Sharia Economic
Law.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative
approach. Primary data were obtained through interviews with KSPPS officers
and customers, while secondary data were collected from books, journals, DSN-
MUI Fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and other relevant
literature. Data were collected through interviews and documentation and
analyzed descriptively using an inductive approach.

The results show that the implementation of murabahah bil wakalah
financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch begins with the
murabahah contract, followed by the wakalah contract and the purchase of goods
by the customer. This practice is not fully in accordance with the principle of
ownership in Sharia Economic Law because, at the time the murabahah contract
is executed, the goods have not yet become the property of the cooperative. This
practice is inconsistent with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and
Article 119 of the Compilation of Sharia Economic Law, which require that a
murabahah contract may only be conducted after the goods have become the
property of the seller. Therefore, the murabahah bil wakalah practice at KSPPS
Tunas Artha Mandiri Batang Branch has not fully complied with the principle of
ownership (al-milkiyyah) in Sharia Economic Law.

Keywords: Murabahah Bil Wakalah, Ownership Principle, Sharia Economic
Law, KSPPS Tunas Artha Mandiri.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli dimana penjual
menyampaikan harga asli barang kepada pembeli, kemudian menambahkan
keuntungan yang telah disepakati besama.Dalam akad ini, pembeli
mengetahui secara jelas berapa harga pokok barang dan berapa besar
keuntungan penjual.Dengan kata lain, murabahah merupakan jual beli
barang dagang dengan harga dasar ditambah margin keuntungan sesuai
kesepakatan antara kedua belah pihak. '

Bagi nasabah, pembiayaan murabahah menjadi solusi yang tepat
untuk membeli barang kebutuhan. Dengan pembiayaan murabahah, nasabah
dapat membayar secara angsuran sesuai kesepakatan dengan lembaga
keuangan syariah. Sementara itu, bagi pihak lembaga, murabahah
merupakan akad yang mudah dan cepat dalam penyaluran dana. Oleh karena
itu, murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak
ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Al Wakalah atau al-wikalah atau at-tahwidh yang memiliki arti
menyerahkan, mendelegasikan atau memberikan mandat.Dalam akad ini,
seseorang menyerahkan wewenang kepada orang lain untuk mewakili
dirinya dalam melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan menurut
syariat.’Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah.
Dalam praktiknya, lembaga keuangan memberikan kuasa kepada nasabah

untuk membeli barang yang dibutuhkan. Akad pertama yang dilakukan

V'Y Yuliyanti, “/IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS ARMA MAGELANG
DALAM TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) No. 04/DSN-MUI/TV/2000,”
no. 04 (2019),
http://eprintslib.ummgl.ac.id/237/%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/237/1/14.0404.0001 _BAB1 _
BABII _BABIII BAB YV _DAFTAR PUSTAKA.pdf.

2 Sri Nur Hayati dan Wasilah, “Akuntansi Syariah di Indonesia”, (Jakarta: Salemba
Empat, 2015), him.257

1


http://eprintslib.ummgl.ac.id/237/1/14.0404.0001

adalah akad wakalah. Setelah barang dibeli dan diserahkan kepada lembaga
keuangan, barulah dilakukan akad murabahah antara lembaga dan nasabah.
Prinsip kepemilikan dalam akad murabahah bil wakalah
mengharuskan lembaga keuangan syariah memiliki barang terlebih dahulu
sebelum menjualnya kepada nasabah. Kepemilikan ini mencakup
kepemilikan secara hukum dan tanggung jawab atas barang, meskipun
pembelian barang dilakukan melalui mekanisme wakalah kepada nasabah.
Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000
tentang akad murabahah dalam pasal 9 dijelaskan bahwa "jika bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad
jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi
milik bank.*" akad murabahah dijelaskan dalam pasal 119 bahwa "apabila
penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang
secara prinsip menjadi milik penjual. °
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Lusiana selaku bagian
pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang yang
bertanggung jawab dan memahami pelaksanaan akad pembiayaan
murabahah bil wakalah, diperoleh informasi bahwa salah satu produk
pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
Cabang Batang adalah pembiayaan murabahah bil wakalah. Dalam
praktiknya, pthak KSPPS terlebih dahulu melaksanakan akad murabahah,
kemudian dilanjutkan dengan akad wakalah, meskipun pada saat akad
murabahah dilaksanakan barang yang menjadi objek transaksi belum dibeli
atau belum dimiliki oleh pihak koperasi, baik secara fisik maupun secara
hukum. Selain itu, dalam implementasi pembiayaan murabahah, KSPPS

menggunakan mekanisme wakalah dengan memberikan kuasa kepada

3 Lia Murlisa et al., “Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di
Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” MAQASIDI: Jurnal Syariah
Dan Hukum 2, no. 2 (2022): 81-92, https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423.

4 Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah

5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II pasal 119


https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423

anggota untuk membeli sendiri barang yang menjadi objek pembiayaan atas
nama koperasi.

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan
murabahah bil wakalah, berikut disajikan contoh dokumen akad
murabahah bil wakalah yang digunakan di KSPPS Tunas Artha Mandiri
Syariah Cabang Batang.

Dokumen Pembiayaan Akad Murabahah bil Wakalah KSPPS

Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang
Gambar 1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Lusiana juga diperoleh
keterangan bahwa jenis barang yang diperjualbelikan dalam transaksi
murabahah bil wakalah meliputi kendaraan bermotor, telepon genggam
(HP), dan berbagai barang lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam

pelaksanaannya, pihak KSPPS menggunakan mekanisme akad wakalah



dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih dan membeli
sendiri barang yang diinginkan. Setelah pembelian dilakukan, nasabah
diwajibkan menyerahkan invoice atau nota pembelian sebagai bukti bahwa
barang telah dibeli. Selain itu, berdasarkan keterangan narasumber, harga
yang tercantum dalam nota pembelian tidak harus sama persis dengan nilai
pembiayaan atau harga jual dalam akad murabahah, melainkan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Apabila urutan pelaksanaan akad tersebut dilanggar, yaitu akad
murabahah dilakukan sebelum barang menjadi milik KSPPS, pembelian
barang dilakukan atas nama nasabah, atau akad wakalah tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai
tahayyul (rekayasa hukum). Tahayyul merupakan upaya menggunakan
bentuk akad yang secara lahiriah tampak sesuai syariah, tetapi substansi
pelaksanaannya bertujuan menghindari ketentuan hukum syariah. Dalam
konteks ini, akad murabahah hanya dijadikan formalitas administratif,
sedangkan secara substansi koperasi tidak pernah benar-benar memiliki
barang yang menjadi objek jual beli. Padahal, dalam murabahah penjual
wajib terlebih dahulu memiliki barang, baik secara hakiki maupun
konstruktif (gabd hukmi), sebelum menjualnya kepada pembeli. Praktik
tersebut bertentangan dengan tujuan (maqasid al-syarTah) yang
menghendaki adanya kejelasan kepemilikan, perpindahan risiko, serta
kejujuran dalam transaksi.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut
lebih tepat dikualifikasikan sebagai akad fasid (rusak). Hal ini karena rukun
akad murabahah, seperti adanya para pihak, ijab kabul, objek, dan harga
telah terpenuhi, namun terdapat cacat pada syarat objek akad, yaitu barang
belum dimiliki oleh penjual ketika akad murabahah dilakukan. Dalam fikih
muamalah, akad yang memenuhi rukun tetapi tidak memenuhi syarat sah
disebut sebagai akad fasid sehingga harus diperbaiki agar sesuai dengan
ketentuan syariah. Apabila koperasi terlebih dahulu memperoleh

kepemilikan atas barang melalui mekanisme wakalah yang benar, kemudian



setelah barang secara hukum menjadi milik koperasi baru dilakukan akad
murabahah dengan nasabah, maka akad tersebut menjadi sah.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kesesuaian praktik
murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri dengan prinsip
kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah, guna memastikan bahwa
praktik yang dilakukan tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga
sesuai secara syar’i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap penguatan praktik pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-

prinsip figih muamalah.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik akad murabahah bil wakalah yang
diterapkan di KSPPS Tunas Arha Mandiri Kabupaten Batang?

2. Bagaimana kesesuaian praktik murabahah bil wakalah terhadap
kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS Tunas Artha
Mandiri Kabupaten Batang dan bagaimana Konsekuensi Hukumnya?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme praktik akad murabahah bil
wakalah yang diterapkan di KSPPS Tunas Arha Mandiri Kabupaten
Batang

2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik murabahah bil wakalah
terhadap kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS
Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang

. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah terkait praktik
akad murabahah bil wakalah di lembaga keuangan syariah. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian
selanjutnya tentang penerapan prinsip kepemilikan dan akad dalam ekonomi
syariah, serta sebagai bahan evaluasi antara teori dan praktik yang
diterapkan.

2. Kegunaan Praktis



a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan
bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di bidang ekonomi
syariah, khususnya dalam memahami aplikasi nyata dari akad
murabahah bil wakalah di koperasi syariah.Selain itu, penelitian ini
juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penyusunan tugas
akhir, skripsi, atau karya ilmiah lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi atau calon
nasabah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih
jelas mengenai bagaimana proses transaksi murabahah bil wakalah
dilakukan di koperasi syariah. Dengan pemahaman yang baik,
masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk pembiayaan
yang sesuai dengan prinsip syariah dan lebih percaya terhadap
sistem koperasi syariah yang transparan dan akuntabel.

E. Kerangka Teoritik
1. Prinsip Kepemilikan

Prinsip kepemilikan (al-milkiyyah) adalah hak yang diakui syariah
bagi seseorang atau lembaga untuk menguasai dan memanfaatkan harta
secara sah. Kepemilikan menjadi dasar keabsahan suatu transaksi
muamalah.

Dalam akad murabahah bil wakalah lembaga keuangan syariah
wajib memiliki barang terlebih dahulu, baik secara hukum maupun
prinsip, sebelum menjualnya kepada nasabah. Wakalah hanya berfungsi
sebagai perwakilan pembelian, bukan pengalihan kepemilikan langsung
kepada nasabah. Prinsip kepemilikan digunakan sebagai dasar analisis
untuk menilai kesesuaian praktik murabahah bil wakalah dengan
hukum ekonomi syariah, khususnya terkait urutan akad dan keabsahan
kepemilikan barang.

Dalam fikih muamalah, kepemilikan (al-milkiyyah) dibedakan
menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.

a. Milk al-Manfa'ah (Kepemilikan atas Manfaat)



Milk al-manfa'ah adalah hak seseorang untuk memperoleh
manfaat dari suatu barang tanpa memiliki zat atau fisik barang
tersebut.Bentuk kepemilikan ini lazim ditemukan dalam akad ijarah
(sewa-menyewa), di mana penyewa hanya memiliki hak
memanfaatkan barang selama masa sewa tanpa menjadi pemilik
barang tersebut.® Oleh karena itu, konsep ini berbeda dengan
murabahah karena dalam murabahah yang dialihkan adalah
kepemilikan barang, bukan sekadar manfaatnya.

b. Milk Tam (Kepemilikan Sempurna)

Milk tam adalah kepemilikan yang meliputi kepemilikan atas
zat barang sekaligus manfaatnya sehingga pemilik mempunyai
kewenangan penuh untuk memanfaatkan dan mengalihkan
kepemilikan barang tersebut kepada pihak lain.”’Dalam pembiayaan
murabahah bil wakalah, lembaga keuangan syariah seharusnya
telah memiliki milk tam atas barang sebelum melakukan akad jual
beli dengan nasabah agar transaksi memenubhi prinsip syariah.

c. Milk Naqis (Kepemilikan Tidak Sempurna)

Milk nagis merupakan kepemilikan yang hanya mencakup
sebagian unsur kepemilikan, yaitu hanya memiliki zat barang atau
hanya memiliki manfaatnya saja sehingga hak pemilik menjadi
terbatas.’Dalam praktik murabahah bil wakalah, apabila lembaga
keuangan belum memperoleh kepemilikan atas barang namun telah
melakukan akad murabahah dengan nasabah, maka lembaga tersebut
belum memiliki milk tam atas objek akad. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa prinsip kepemilikan belum terpenuhi secara
sempurna dan berpotensi menyebabkan akad tidak sesuai dengan
ketentuan syariah.

d. Milk al-'Ain (Kepemilikan atas Benda)

6 Wahbah Az-Zuhaili, AI-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V, hlm. 3456.

" Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya, hlm. 35.

8 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, hlm. 200.



Milk al-'ain merupakan hak kepemilikan terhadap zat atau
fisik suatu barang sehingga pemilik memiliki kewenangan penuh
untuk menguasai, menggunakan, menjual, menghibahkan, maupun
melakukan tindakan hukum lainnya terhadap barang tersebut sesuai
ketentuan syariah.Dalam akad murabahah bil wakalah, lembaga
keuangan syariah harus terlebih dahulu memiliki milk al-'ain atas
barang yang akan dijual kepada nasabah sebelum akad murabahah
dilaksanakan.

2. Akad Murabahah bil Wakalah
a. Pengertian Murabahah

Secara terminologi, murabahah adalah akad jual beli di
mana penjual menyampaikan harga asli barang serta keuntungan
yang disepakati bersama pembeli. Dalam kajian fikih, murabahah
termasuk jual beli amanah karena penjual wajib bersikap jujur
dengan memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli.
Dengan demikian, murabahah dapat dipahami sebagai jual beli yang
dilakukan dengan menyebutkan harga dasar barang dan
menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.’

Akad ini banyak digunakan di lembaga keuangan syariah
karena memiliki risiko rendah dan mudah diaplikasikan, terutama
untuk pembiayaan barang konsumtif maupun produktif. Dalam
praktiknya, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli
barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali
dengan harga yang mencakup keuntungan (margin) tertentu yang
telah disetujui bersama.

b. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa berarti penyerahan atau pemberian
kuasa kepada orang lain. Menurut istilah fikih, seperti yang
dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Figh Sunnah, wakalah adalah
pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk

mewakilinya dalam melakukan suatu urusan yang boleh

® Antonio, M. Syafi’i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.



diwakilkan.!” Dalam konteks lembaga keuangan, wakalah dilakukan
ketika bank atau koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk
membeli barang atas nama lembaga tersebut. Nasabah bertindak
sebagai wakil lembaga, bukan pembeli langsung.
c. Pengertian dan Mekanisme Murabahah bil Wakalah
Murabahah bil wakalah adalah bentuk modifikasi dari akad
murabahah di mana lembaga keuangan sebagai penjual memberikan
kuasa kepada nasabah (melalui akad wakalah) untuk membeli
barang atas nama lembaga keuangan tersebut. Setelah barang dibeli
dan menjadi milik lembaga secara hukum, akad murabahah baru
boleh dilakukan.pelaksanaan murabahah bil wakalah harus
memenuhi dua tahapan penting:
e Akad wakalah dilakukan terlebih dahulu agar lembaga keuangan
memiliki dasar hukum kepemilikan atas barang.
o Akad murabahah baru boleh dilaksanakan setelah barang
tersebut, secara prinsip, telah menjadi milik lembaga keuangan

(baik secara langsung maupun melalui wakilnya).

Apabila akad murabahah dilakukan sebelum lembaga memiliki
barang, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori tahayyul
(rekayasa hukum) yang tidak dibenarkan karena melanggar prinsip

al-milkiyyah (kepemilikan) dan al-gabd (penguasaan barang).!!

. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum yang mengatur
kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks
pembiayaan murabahah bil wakalah, sumber hukum utama yang digunakan
adalah fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
yang menjadi pedoman resmi bagi pelaksanaan akad di lembaga keuangan
syariah di Indonesia.

a. Fatwa DSN-MUI

10 Sayyid Sabiq. (1990). Figh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.
' Adiwarman A. Karim. (2010). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) merupakan rujukan yuridis dalam pelaksanaan akad di lembaga
keuangan syariah. Terdapat dua fatwa utama yang menjadi dasar
murabahah bil wakalah, yaitu:

1) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,
khususnya Pasal 9, menyatakan:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”!?

Ketentuan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak boleh
menjual barang yang belum dimilikinya secara sah, sehingga

kepemilikan barang menjadi syarat mutlak keabsahan akad.

2) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah,
menjelaskan bahwa:
“praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk
pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.praktek wakalah tersebut
dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.”!3

Dalam konteks murabahah bil wakalah, pelimpahan kuasa
ini menjadi dasar hukum bagi nasabah untuk membeli barang atas
nama lembaga keuangan. Akan tetapi, wakalah harus dilakukan
sebelum akad murabahah agar lembaga keuangan tetap menjadi
pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, kedua fatwa ini secara komplementer
menegaskan bahwa pelaksanaan murabahah bil wakalah harus
memperhatikan urutan akad yang benar, yaitu akad wakalah terlebih
dahulu, baru kemudian akad murabahah, setelah lembaga
memperoleh kepemilikan atas objek transaksi.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

12 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

13 Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakalah
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Selain fatwa DSN-MUI, pelaksanaan akad murabahah bil wakalah
juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
sebagai sumber hukum positif di Indonesia.

Dalam Buku I KHES tentang Akad, Pasal 119 dijelaskan:“Apabila
penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari
pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik penjual.”!*

Pasal ini memiliki esensi hukum yang sama dengan fatwa DSN-
MUI, yakni bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penjual harus
memiliki barang terlebih dahulu, baik secara fisik maupun hukum,
sebelum akad murabahah dilakukan. Jika urutan ini dilanggar, maka
akad menjadi tidak sah karena melanggar prinsip kepemilikan dalam
jual beli.

Dengan demikian, KHES menegaskan pentingnya prinsip al-
milkiyyah (kepemilikan) dan al-gabd (penguasaan barang) sebagai

landasan hukum bagi keabsahan transaksi murabahah bil wakalah.

F. Penelitian yang relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa
terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber
seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini
penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zumrotul Wahidah (2021)
dengan judul “Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS
Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan
Fatwa DSN-MUI”.!"> Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan akad
murabahah bil wakalah di KSPPS tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan syariah. Hal ini karena lembaga keuangan sering kali

melaksanakan akad murabahah sebelum barang menjadi milik lembaga.

14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad, Pasal 119.
15 Zumrotul Wahidah, ““Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di KSPPS Tunas

Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau Dari KHES Dan Fatwa DSN-MUI,” Tesis,

2021.
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Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip
kepemilikan (al-milkiyah) sebelum terjadinya akad murabahah.

Kedua, penelitian oleh Noor Halimah dan Muhammad Haris (2024)
berjudul “Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan
Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin”.!® Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah bil
wakalah tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah karena akad wakalah
dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan, dan pembelian barang
masih atas nama nasabah. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan
seperti ini belum memenuhi syarat milk al-tam (kepemilikan penuh) dan
qudrat al-taslim (kemampuan menyerahkan barang).

Ketiga, penelitian oleh Amalia Rahmatin (2022) yang berjudul
“Tinjauan Figh Muamalah terhadap Pembelian Barang Bil Wakalah dalam
Akad Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat”.
7Penelitian ini menemukan bahwa akad murabahah bil wakalah di koperasi

tersebut dilaksanakan untuk mempermudah nasabah, namun dalam
praktiknya masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan wakalah karena
akad sering dilakukan setelah barang dibeli. Hal ini menyebabkan
ketidaksesuaian dengan prinsip kepemilikan yang sah dalam hukum Islam.

Keempat, penelitian oleh Yunisa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi,
dan Erwin Saputra Siregar (2024) berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah
pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Ishlah Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi”.Penelitian ini mengevaluasi permasalahan pembiayaan
bermasalah (non-performing financing) yang terjadi dalam produk
murabahah bil wakalah di sebuah BMT. Kajian ini tidak hanya melihat
kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga mengidentifikasi faktor-
faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan

bermasalah, serta strategi penyelesaiannya. Temuan ini memberikan

16 KHANZA JASMINE, “Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan
Konsumtif Di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin,” Penambahan Natrium Benzoat
Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan
Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 6 (2014): 79-93.

17 Amalia Rahmatin“Tinjauan Figh Muamalah terhadap Pembelian Barang Bil Wakalah
dalam Akad Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat.Skripsi,Fakultas
Syariah,Universitas Islam Negeri Mataram
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wawasan penting mengenai tantangan operasional yang dialami lembaga
keuangan syariah dalam praktek murabahah bil wakalah.'8

Kelima, penelitian oleh Muhammad Zainal Arifin, Umi Khusnul

Khotimah, dan Dawud Arif Khan (2025) berjudul “Transparansi dan
Tantangan Akad Murabahah Bil Wakalah: Studi Implementasi di Bank Muamalat
Jakarta”.
Penelitian ini meneliti secara mendalam implementasi akad murabahah bil
wakalah dalam pembiayaan otomotif di Bank Muamalat Indonesia. Fokus
kajiannya antara lain adalah tahap-tahap pelaksanaan akad, isu kepemilikan
aset sebelum akad, dan sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun akad murabahah bil wakalah banyak digunakan dalam
portofolio pembiayaan, terdapat tantangan normatif dan praktis terkait
transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah terutama dalam urutan
pelaksanaan wakalah dan murabahah.'

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa
pembahasan tentang akad murabahah bil wakalah sudah cukup banyak
dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan
pada kesesuaian praktik akad dengan Fatwa DSN-MUI, KHES, kesalahan
urutan akad, transparansi, atau masalah pembiayaan. Prinsip kepemilikan
barang dalam akad murabahah biasanya hanya dibahas secara umum dan
belum dijadikan fokus utama penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara
khusus meneliti apakah prinsip kepemilikan barang benar-benar telah
terpenuhi dalam praktik akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini menilai
apakah lembaga keuangan syariah sudah memiliki barang, baik secara
hukum maupun penguasaan, sebelum menjualnya kepada nasabah. Dengan

mengambil studi kasus di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang,

18 Elsanti, Y. P., Tarmidzi, A., & Siregar, E. S. (2024). Analisis Pembiayaan Bermasalah
Pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
Jurnal Penelitian llmu Ekonomi dan Keuangan Syariah

19 Arifin, M. Z., Khusnul Khotimah, U., & Arif Khan, D. (2025). Transparansi dan
Tantangan Akad Murabahah Bil Wakalah: Studi Implementasi di Bank Muamalat Jakarta. Al-
Magashid: Journal of Economics and Islamic Business.
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas

mengenai penerapan prinsip kepemilikan dalam akad murabahah bil

wakalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

G.Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan secara ilmiah untuk

mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai

dalam suatu penelitian.?

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu
penelitian hukum yang mengkaji bagaimana aturan hukum normatif
diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat, khususnya
pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi.?!

Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris adalah metode
penelitian yang menggunakan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari
perilaku manusia. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara
maupun pengamatan langsung. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk melihat dan menilai hasil dari tindakan manusia
dalam kehidupan sehari-hari.??

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif yang mana suatu jenis penelitian yang mengambarkan
tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah pada
KSPPS Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang. pendekatan
kualitatif ini dilakukan bertujuan untuk memahami suatu gejala yang
tidak dapat diukur dengan secara tepat. Untuk itu dalam

penggunaannya memerlukan instrumen yakni manusia.”?

3. Lokasi Penelitian

20 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2020.
2l Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti,

2004), 134.

22 Rezki Suci Qamaria, dkk., Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum
Pidana, diambil dari http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45 , 47-48.
23 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar : Syakir Media Press,

2021), 30-43.


http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45
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KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dipilih sebagai
lokasi penelitian karena lembaga ini secara aktif menerapkan
pembiayaan murabahah bil wakalah kepada anggotanya. Dalam
praktiknya, koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk
membeli barang melalui akad wakalah, sehingga relevan untuk
dikaji terkait pemenuhan prinsip kepemilikan barang dalam akad
murabahah menurut hukum ekonomi syariah. Selain itu, kemudahan
akses data dan keterbukaan pihak KSPPS dalam memberikan
informasi menjadi pertimbangan penting agar penelitian dapat
berjalan secara efektif dan akurat.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa data
deskriptif, seperti catatan lapangan, dokumen pribadi, tindakan
responden, arsip, dan  berbagai dokumen pendukung
lainnya.**berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian itu dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Data Primer
Pada penelitian ini, data primer yang digunakan
adalah berupa hasil wawancara, dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan
atau didapatkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang
sudah ada. Mislanya dapat diperoleh dari buku, jurnal,
laporan, Fatwa, KHES dan lain-lain. Selain itu peneliti juga
menggunakan beberapa literatur berupa jurnal hukum serta
buku-buku hukum yang berkaitan dengan persoalan yang

akan dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara (Interview)

24 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 43.
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Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono,
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang
dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang
dipilih dianggap paling mengetahui, memahami, dan
menguasai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian
sehingga mampu memberikan data yang relevan sesuai
kebutuhan penelitian.>>Oleh karena itu, informan dalam
penelitian 1ini tidak dipilih secara acak, melainkan
berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai
praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas
Artha Mandiri Syariah Cabang Batang.

Tabel I.
Daftar Informan
No Nama Posisi
1. Lusiana Pembiayaan
2. Karima Dwiandari Akuntan
3. Bapak Ahmad Nasabah
4. Bapak Slamet Nasabah
5. Ibu Nur Aini Nasabah
6. Bapak Fajar Prasetyo Nasabah
7. Bapak Indi Nasabah

Adapun informan yang dipilih berjumlah tujuh
orang, terdiri atas dua orang dari pihak internal KSPPS dan
lima orang nasabah. Mba Lusiana dipilih karena bertugas
pada bagian pembiayaan dan menangani secara langsung
proses pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah,

sehingga memiliki pengetahuan mengenai mekanisme akad,

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2022), hlm. 133.
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prosedur pembiayaan, serta implementasi wakalah dalam
praktik. Mba Karima Dwiandari dipilih sebagai informan
karena menjabat sebagai bagian akuntansi yang bertanggung
jawab terhadap pencatatan transaksi dan penyusunan laporan
keuangan pembiayaan, sehingga dapat memberikan
informasi mengenai aspek administratif dan pencatatan
transaksi murabahah bil wakalah. Sementara itu, lima orang
nasabah, yaitu Bapak Ahmad, Bapak Slamet, Ibu Nur Aini,
Bapak Fajar Prasetyo, dan Bapak Indi dipilih karena mereka
merupakan pihak yang telah menerima pembiayaan
murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri
Syariah Cabang Batang. Keterangan dari para nasabah
digunakan untuk memperoleh informasi mengenai
pelaksanaan akad dari perspektif penerima pembiayaan
sekaligus mengonfirmasi kesesuaian antara prosedur yang
dijelaskan oleh pihak KSPPS dengan praktik yang dialami
secara langsung oleh nasabah. Dengan demikian, pemilihan
ketujuh informan tersebut diharapkan mampu menghasilkan
data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan tujuan

penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang peristiwa
yang telah terjadi. Dokumen ini dapat berupa berbagai bahan
tertulis yang berkaitan dengan suatu kegiatan au kejadian
tertentu. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan
meliputi file, data resmi, arsip, dan bahan tertulis lainnya
yang berhubungan dengan topik penelitian. Data tersebut
digunakan sebagai pelengkap dari informasi yang diperoleh

melalui wawancara.?®

26 Wiratna Sujarweni,Metodologi Penelitian (Y ogyakarta: Pustaka Baru

Press,2019),hlm.23.
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6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptif dengan pendekatan induktif. Analisis ini
dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data secara
sistematis agar mudah dipahami serta dapat ditarik
kesimpulan.?’Pendekatan induktif digunakan dengan menganalisis
data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi terkait praktik pembiayaan murabahah bil wakalah.
Data tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik murabahah
bil wakalah terhadap prinsip kepemilikan (al-milkiyyah) dalam
hukum ekonomi syariah, yaitu kepemilikan barang oleh lembaga
keuangan sebelum akad jual beli dilakukan dengan nasabah.
Selanjutnya, kesimpulan penelitian ditarik dari fakta-fakta khusus di

lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Untuk memperoleh data yang kredibel, penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan
keabsahan data.Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang
diperoleh.?’ Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan
triangulasi  teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi yang diperoleh dari bagian pembiayaan,
bagian akuntansi, serta para nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri
Syariah Cabang Batang. Perbandingan tersebut bertujuan untuk
mengetahui  konsistensi  informasi mengenai pelaksanaan
pembiayaan murabahah bil wakalah. Sementara itu, triangulasi

teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara,

27 Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Alfabeta, 2020, him.105

28 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian llmiah Dasar : Dasar, Metode, dan Teknik
(Bandung : Tabito, 1994), 134.

29 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2018), him. 330.
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observasi, dan dokumentasi terhadap objek yang sama sehingga data
yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat tingkat

keabsahannya.*
H. Sistematika Penulisan

Agar dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini,
maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-
informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam penyusunan tesis ini,
penulis membagi pembahasan ini ke dalam lima bab, yang masing babnya
terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini antara
lain:

BAB I: Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjavan Pustaka,

kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Pada bab ini memuat tentang latar

pengertian pinsip kepemilikan, pengertian murabahah, syarat dan rukun

murabahah, pengertian wakalah, syarat dan rukun wakalah, murabahah
bil wakalah.

Bab III Hasil Penelitian, dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian

seperti temuan-temuan terhadap bahan-bahan hukum yang ada dan hasil

wawancara, dengan di sajikan secara detail dan sejelas-jelasnya.

Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan, pada bab ini seluruh data yang

telah didadapat akan dianalisa dan di bahas untuk menjawab

permasalahan penelitian.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 191-193.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik murabahah bil

wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1.

Mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas
Artha Mandiri Cabang Batang dilaksanakan dengan menggabungkan
akad murabahah dan wakalah dalam satu rangkaian pembiayaan.
Setelah permohonan pembiayaan disetujui, koperasi melakukan akad
murabahah dengan anggota, kemudian memberikan kuasa melalui akad
wakalah kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan
kepada pihak ketiga. Setelah pembelian dilakukan, anggota
menyerahkan nota pembelian kepada koperasi sebagai bukti
penggunaan dana pembiayaan. Dengan demikian, praktik yang
diterapkan menunjukkan bahwa akad murabahah dilakukan sebelum
barang dibeli dan sebelum barang tersebut secara prinsip menjadi milik
koperasi.

Praktik murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam
Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan koperasi tidak terlebih
dahulu memiliki barang, baik secara fisik maupun secara hukum,
sebelum akad murabahah dilaksanakan. Padahal, Fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Pasal 119
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengharuskan barang menjadi
milik penjual terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan kepada nasabah,
meskipun pembeliannya diwakilkan melalui akad wakalah. Selain itu,
Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
menegaskan bahwa pemberian kuasa kepada nasabah tidak menghapus
kewajiban lembaga keuangan syariah untuk memiliki objek murabahah
terlebih dahulu. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan belum

memenubhi prinsip kepemilikan (al-milkiyyah), khususnya unsur milk al-
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tam, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum
Ekonomi Syariah.

3. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, praktik tersebut lebih
tepat dikualifikasikan sebagai akad fasid (rusak), bukan akad batil. Hal
ini karena rukun akad murabahah, yaitu adanya para pihak, ijab kabul,
objek akad, dan harga telah terpenuhi, namun salah satu syarat sah akad
tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek murabahah belum
menjadi milik KSPPS pada saat akad dilaksanakan. Akibatnya, akad
tersebut tidak memenuhi ketentuan syariah mengenai kepemilikan objek
jual beli dan mengandung unsur fahayyul (rekayasa hukum), karena
secara formal menggunakan akad murabahah dan wakalah, tetapi secara
substansi koperasi tidak pernah memiliki barang sebelum menjualnya
kepada nasabah. Oleh karena itu, agar akad menjadi sah menurut Hukum
Ekonomi Syariah, mekanisme pembiayaan harus diperbaiki dengan
memastikan bahwa barang terlebih dahulu dibeli dan menjadi milik
KSPPS, baik secara nyata maupun secara prinsip (qabd hukmi),
kemudian setelah itu baru dilakukan akad murabahah dengan nasabah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang

KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang perlu melakukan
evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah
bil wakalah yang selama ini diterapkan. Koperasi sebaiknya
memastikan bahwa barang yang menjadi objek murabahah telah
menjadi milik koperasi terlebih dahulu, baik secara fisik maupun
secara prinsip (qabd hukmi), sebelum dilaksanakan akad murabahah
dengan anggota. Selain itu, diperlukan penyusunan standar
operasional prosedur (SOP) yang lebih sesuai dengan ketentuan
Fatwa DSN-MUI dan KHES agar praktik pembiayaan benar-benar
memenuhi prinsip syariah.

2. Bagi Pengurus dan Karyawan KSPPS
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Pengurus dan karyawan yang menangani pembiayaan perlu
meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum
ekonomi syariah, khususnya terkait konsep kepemilikan (al-
milkiyyah), penguasaan barang (al-qabd), serta mekanisme akad
murabahah bil wakalah yang benar. Peningkatan kompetensi dapat
dilakukan melalui pelatihan, seminar, maupun pendampingan dari
Dewan Pengawas Syariah sehingga potensi terjadinya
penyimpangan akad dapat diminimalkan.

. Bagi Anggota atau Nasabah

Anggota koperasi diharapkan lebih memahami mekanisme
pembiayaan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan
syariah. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam
akad murabahah bil wakalah akan membantu anggota untuk
berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan transaksi yang sesuai
dengan prinsip syariah serta menghindari praktik yang berpotensi

menimbulkan ketidakjelasan hukum.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada aspek kesesuaian prinsip
kepemilikan dalam akad murabahah bil wakalah di satu lembaga
koperasi syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan
untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas,
baik pada lembaga keuangan syariah lainnya maupun dengan
menambahkan analisis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah,
efektivitas pengawasan akad, serta implikasi hukum terhadap akad
yang tidak memenuhi prinsip kepemilikan dalam perspektif hukum
ekonomi syariah.

Dengan adanya perbaikan mekanisme dan peningkatan kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip syariah, diharapkan praktik pembiayaan
murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang dapat berjalan secara lebih profesional, transparan, serta
sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di

Indonesia.
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